
  

PEMERINTAH KOTA SEMARANG 

RUMAH SAKIT DAERAH 
K.R.M.T. WONGSONEGORO 

Jl. Fatmawati No. 1 Semarang 50272 Telepon 6711500, Faks 6717755  

      

KEPUTUSAN DIREKTUR 
RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO 

KOTA SEMARANG 
 

NOMOR ${nomor_naskah} 
 

TENTANG 

 
KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN 

DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO 

KOTA SEMARANG TAHUN 2026 
 

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO 
KOTA SEMARANG, 

 

Menimbang : a.  bahwa berdasarkan Bab I Pasal 1 Ayat (16) Peraturan 
Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2025 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik, Informasi yang 

Dikecualikan adalah Informasi yang tidak dapat 
diakses oleh Pemohon Informasi Publik; 

 b.  bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakan Uji 
Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan pada 
tanggal 12 Februari 2026, maka Peraturan Daerah 

Kota Semarang sebagaimana dimaksud pada huruf a 
perlu dijadikan acuan; 

 c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu 
ditetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah 

K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang tentang 
Klasifikasi Daftar Informasi Yang Dikecualikan di 
Lingkungan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. 

Wongsonegoro Kota Semarang Tahun 2026. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

 2. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 

2025 tentang Keterbukaan Informasi Publik 
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 
Nomor 1 Noreg Peraturan Daerah Kota Semarang 

Provinsi Jawa Tengah, Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 168); 

 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 

tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, 

Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 
37); 

 4. Peraturan Walikota Semarang Nomor 25 Tahun 2022 

tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan 
Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah 

Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 
Nomor 25); 
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 5. Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang Selaku 

Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 
Nomor 500.12.18.1/57 Tahun 2024 tentang 

Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan 
Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan 
Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Pemerintah 

Kota Semarang. 

 
 

MEMUTUSKAN 
 

Menetapkan :  

KESATU : Klasifikasi Daftar Informasi yang Dikecualikan di 

Lingkungan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro 
Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran Keputusan ini; 
 

KEDUA :        Klasifikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai 

acuan pelayanan informasi publik di Lingkungan Rumah 
Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang; 

 
KETIGA :       Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 
Ditetapkan di Semarang 
pada tanggal 9 Maret 2026 

 
DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH 

K.R.M.T. WONGSONEGORO 
KOTA SEMARANG 

 

 

                  ${ttd_pengirim} 

 
 

 
RAHMA DEFI 

 

 
 

SALINAN disampaikan kepada Yth : 

1. Wali Kota Semarang; 

2. Wakil Wali Kota Semarang; 

3. Sekretaris Daerah Kota Semarang; 

4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota 

Semarang; 

5. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang; 

6. Pertinggal.
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DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN RSD K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG TAHUN 2026 

 

No Informasi 

Dasar Hukum Pengecualian 

Informasi 

 

Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik Jangka waktu  

Dibuka Ditutup 
 

1.  Data Rekam Medis yang 
meliputi: 

- data identitas pasien 

- diagnosa/ riwayat 
kondisi pasien 

- perawatan/ tindakan 
medis yang diterima 
pasien 

- foto dan/atau video 
tindakan medis pasien 
dan petugas medis 

1) Undang-Undang Nomor 
29 Tahun 2024 tentang 
Praktik Kedokteran Pasal 

47 ayat 2; 

2) Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi 
Publik Pasal 17 huruf h; 

3) Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi 

Elektronik pasal 30; 

4) Undang-Undang Nomor 

17 Tahun 2023 tentang 
kesehatan pasal 351 ayat 
2. 

Mengungkap data 
pribadi pasien dan 
petugas medis 

Melindungi data pribadi 
pasien dan petugas 
medis 

Dibuka apabila : 

- Mendapatkan 
persetujuan secara 

tertulis dari yang 
bersangkutan; 

- Informasi akan 
dibuka apabila 
dibutuhkan oleh 

aparat penegak 
hukum/APIP 

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR RSD K.R.M.T. WONGSONEGORO 

KOTA SEMARANG 

NOMOR ${nomor_naskah} 

TENTANG KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI 

LINGKUNGAN RSD K.R.M.T. WONGSNEGORO KOTA SEMARANG 

TAHUN 2026 
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2.  Informasi proses investigasi 
dugaan pelanggaran yang 

dilaporkan oleh masyarakat 

1) Undang-Undang Nomor 
14 Tahun 2008 Tentang 

Keterbukaan Informasi 
Publik Pasal 17 huruf a 
dan h; 

2) Undang-Undang Nomor 
25 Tahun 2009 Tentang 

Pelayanan Publik Pasal 
49. 

1) Mengungkapkan 
data pribadi yang 

bersifat rahasia; 
2) Masyarakat/Pegawai 

enggan 

berpartisipasi untuk 
mengawasi kinerja  

pelayanan publik 
dan melaporkan 
dugaan praktek KKN 

di RSD K.R.M.T. 
Wongsonegoro. 

1) Melindungi data 
pribadi yang bersifat 

rahasia; 
2) Mendorong 

partisipasi 

masyarakat/pegawai 
untuk mengawasi & 

melaporkan dugaan 
pelangaaran 
pelayanan dan 

praktek KKN di RSD 
K.R.M.T. 
Wongsonegoro. 

Informasi akan dibuka 
apabila dibutuhkan 

oleh yang 
bersangkutan dan 
aparat penegak 

hukum/APIP 

3.  Laporan Pertanggung-
jawaban Keuangan dan 
Laporan Keuangan yang 

belum selesai diaudit 

Undang-Undang No 14 Tahun 
2008 tentanng Keterbukaan 
Informasi Publik pasal 17 

huruf a 

Menghambat proses 
audit 

Dokumen 
Pertanggungjawaban 
dan Laporan keuangan 

yang belum diaudit 
tidak terekspos. 

Sampai audit selesai 
dilaksanakan 

4.  Laporan Hasil Pemeriksaan 

(LHP), Kertas Kerja 
Pemeriksaan (KKP), dan 
Naskah Hasil Pemeriksaan 

(NHP): 

a. Memuat fakta, data, atau 

petunjuk terjadinya 
pelanggaran, dan 
perbuatan yang diduga 

melanggar ketentuan 
peraturan perundang-

undangan; 

Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi 
Publik Pasal 17 huruf i dan 

huruf j. Huruf i berbunyi: 
Memorandum atau surat-

surat antar Badan Publik 
atau intra Badan Publik  
yang menurut sifatnya di 

rahasiakan kecuali atas 
putusan Komisi Informasi 

atau Pengadilan. Huruf j 
berbunyi: informasi yang 
tidak boleh di ungkapkan 

1) Dapat mengungkap 

memorandum atau 
surat-surat antar 
badan publik yang 

menurut sifatnya 
dirahasiakan 

kecuali atas 
putusan Komisi 
Informasi atau 

pengadilan; 

2) Dapat mengungkap 

informasi yang tidak 
boleh diungkapkan 
berdasarkan 

1) Melindungi 

memorandum atau 
surat-surat antar dan 
inter badan publik 

yang kalau dibuka 
dapat mengungkap 

kerahasiaan 
memorandum atau 
surat-surat  antar 

badan publik yang 
menurut sifatnya 

dirahasiakan kecuali 
atas putusan Komisi 

Informasi akan dibuka 

apabila dibutuhkan 
oleh aparat penegak 
hukum/APIP 
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b. Keterangan mengenai 
kerugian negara 

 

berdasarkan Undang-
Undang. 

Peraturan 
Pemerintah Nomor 

12 Tahun 2017 
Pasal 23 ayat 2. 

 

Informasi atau 
pengadilan; 

 

2) Melindungi informasi 
yang tidak dapat 

dibuka Undang-
Undang lain yang 

kalau diberikan dapat 
mengungkap 
informasi yang tidak 

boleh diungkapkan  
berdasarkan 
Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 
Tahun 2017 Pasal 23 

ayat (2) 

5.  Rincian HPS Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2000 tentang Rahasia 
Dagang 

Munculnya persaingan 

usaha yang tidak sehat 

Dapat menghasilkan 

penyedia dan pemenang 
tender yang berkualitas 
dan kompeten 

Informasi akan dibuka 

apabila dibutuhkan 
oleh aparat penegak 
hukum/APIP 

6.  Gambar Detail Desain 

(Confidential pada Detail 
Engineering Design (DED)) 

yang memuat: 

a. Rincian Rencana 
Anggaran Biaya (RAB) 

b. Justifikasi Teknis 

c. Detail Perhitungan 

Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17 huruf b 

Menimbulkan 

persaingan tidak sehat 
dan kepentingan 

tertentu 

Dapat menghasilkan 

penyedia dan pemenang 
tender yang berkualitas 

dan kompeten 

Sampai audit selesai 

dilaksanakan 
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7.  Data Proses Pemilihan 
Penyedia 

1) Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 2008 Tentang 

Keterbukaan Informasi 
Publik Pasal 17 huruf b; 

2) Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999 tentang 
Larangan Praktek Monopoli 

dan Persaingan Usaha 
Tidak Sehat Pasal 17 huruf 
b. 

Menggangu proses 
pemilihan penyedia 

untuk menjaga 
persaingan usaha yang 
sehat, menghindari 

adanya intervensi 
selama proses. 

Melindungi proses 
pemilihan penyedia 

dan menjaga 
persaingan usaha 
yang sehat, 

menghindari adanya 
intervensi selama 

proses 

Sampai audit selesai 
dilaksanakan 

8.  Surat Penawaran Harga pada 
Dokumen 

Penyedia/Pemenang 

Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 2008 Tentang 

Keterbukaan Informasi Publik 
Pasal 17 huruf b 

Mengganggu 
perlindungan usaha 

dari persaingan tidak 
sehat 

Melindungi hak atas 
kekayaan intelektual 

dan menghindari 
persaingan usaha 
tidak sehat 

Sampai audit selesai 
dilaksanakan 

9.  Gambar Rancangan 
Pekerjaan 

Undang-Undang tentang 
Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17 ayat b 

Risiko kompetisi tidak 
sehat meningkat dan 

strategi teknis bisa 
mudah ditiru 

Melindungi hak 
cipta/kekayaan 

intelektual: Konsultan 
perencana atau pihak 
pembuat desain 

Sampai audit selesai 
dilaksanakan 

10.  Penawaran Teknis 1) Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2008 Tentang 
Keterbukaan Informasi 
PublikPasal 17 ayat b; 

2) Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2020 tentang 
Rahasia Dagang Pasal 3. 

Risiko kompetisi tidak 

sehat meningkat dan 
strategi teknis bisa 
mudah ditiru 

Melindungi hak 

cipta/kekayaan 
intelektual: Konsultan 
perencana atau pihak 

pembuat desain 

Sampai audit selesai 

dilaksanakan 
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11.  Informasi Jawaban Sanggah 
dan sanggah banding proses 

pengadaan barang/jasa 

Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 2008 Tentang 

Keterbukaan Informasi Publik 
Pasal 17 ayat b 

Dapat menimbulkan 
tekanan kompetitif 

atau konflik antara 
peserta dan pelaku 
pengadaan 

Menjaga kerahasiaan 
mekanisme 

penyelesaian sengketa 

Sampai audit selesai 
dilaksanakan 

 
 

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH 
K.R.M.T. WONGSONEGORO 

KOTA SEMARANG 
 

 

            ${ttd_pengirim} 

 

 
 

RAHMA DEFI 
 

${ttd}
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